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Kata Pengantar Editor

Era new media melahirkan banyak perubahan-perubahan, 
baik positif maupun negatif, plus-minus, disamping kemampuan 
dan kelebihan yang dimilikinya. Kemampuan dan kelebihan 
dari new media ini dapat dilihat dari kecepatannya yang dapat 
memangkas ruang dan waktu, meskipun secara akurasi masih 
rendah. Mengenai daya jangkau misalnya, daya jangkau new 
media tidak hanya dapat lokal melainkan global, atau gabungan 
keduanya glokal, global-lokal sebagaimana istilah Van Dijk. 
New media mampu melakukan mediasi ulang terhadap ragam 
dimensi-dimensi kehidupan termasuk kehidupan politik. 
Dalam terminologi David Bolter dikenal istilah remediation, 
saat dimana realitas empirik dimediasi ulang oleh teknologi 
hingga melahirkan sebuah realitas baru. Realitas empirik 
bergeser menjadi realitas virtual, identitas empirik berubah 
bentuk menjadi identitas virtual. Identitas tidak lagi berbentuk 
kesatuan melainkan bergeser menjadi liquid identity, sebuah 
identitas yang cair sebagaimana yang diutarakan oleh Antony 
Giddens. 

Remediasi digital melalui new media mengantarkan 
kita pada perubahan-perubahan dalam berinteraksi dan 
berkomunikasi, termasuk di bidang politik. Perubahan itu tidak 
hanya tentang bagaimana perubahan perilaku aktor politik, 
melainkan juga meliputi konten, audien atau konstituen, hingga 
pola-pola interaksi yang terjadi didalamnya. Cara aktor dan 



vi

New Media & Komunikasi Politik
(Telaah Kontestasi Politik dalam Ruang New Media)

audien dalam berkomunikasi juga berubah dari face to face 
communication bergeser pada tipe komunikasi yang termediasi. 
Pertarungan isu dan wacana pun tidak dapat dihindarkan. 
Hingga pada akhirnya, tidak sedikit yang menimbulkan ragam 
persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini berupaya membuka berbagai macam problematika 
yang berkaitan dengan new media dan komunikasi politik yang 
terjadi belakangan ini dan saat menjelang pemilihan presiden 
dan atau pemilihan kepala daerah. Didalam buku ini dibahas 
tentang bagaimana buzzer dan black campaign di media sosial,  
kekuatan interaksi pada media sosial dalam men-dikte arus 
komunikasi politik indonesia, selebriti politik & media spectacle. 
Selanjutnya juga dibahas tentang bagaimana isu pencalonan 
presiden menjelang pilpres 2019 melalui meme politik di media 
sosial, belenggu bilik gema, bias media & perilaku netizen, 
self plagiarism pada pemberitaan politik di media online, 
serta dibahas pula tentang bagaimana pertarungan tagar dan 
identitas virtual pada new media. Pada bagian-bagian akhir, 
buku ini membicarakan dinamika yang terjadi pada pemilihan 
kepala daerah. Tulisan berjudul “meme politik sebagai informasi 
politik dalam pilkada DKI Jakarta di media sosial” dan 
“kampanye berbasis sara di pemilukada Sumatera Utara” serta 
“politik jaringan & hegemoni kekuasaan dalam pentas politik 
lokal”, merupakan tulisan yang fokus tentang dialektika politik 
di daerah. Terakhir, tulisan berjudul “new media, new politics” 
yang membahas tentang bagaimana praktik political celebrity 
menjadi tulisan penutup dalam buku ini.

Melalui buku ini, para penulis tidak hanya mengeksplorasi 
problematika komunikasi politik secara gamblang melainkan 
juga berupaya memberikan catatan-catatan kritis dan reflektif 
atas permasalahan yang belakangan ini terjadi. Buku ini dapat 
dijadikan referensi, tidak hanya bagi para mahasiswa atau 
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Kata Pengantar

akademisi melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk para 
aktor politik, serta masyarakat luas secara umum yang tertarik 
dengan telaah-telaah mengenai komunikasi politik pada new 
media. Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan lmu 
pengetahuan khususnya mengenai new media dan komunikasi 
politik. Akhir kata, selamat membaca!

Yogyakarta, 7-7-2018

Didik Haryadi Santoso
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Politik Jaringan & Hegemoni 
Kekuasaan dalam Pentas Politik Lokal

M. Nastain

Pendahuluan

Politik selalu memantik nalar kritis dan analisis 
kebanyakan orang. Betapapun pelik dan kisruh dinamika di 
dalamnya, semua menaruh perhatian besar untuk melihat dan 
memberikan penilaian baik setuju ataupun tidak setuju. Bukan 
hari ini saja fenomena sadar politik menjangkiti hampir semua 
elemen masyarakat. Perkembangan politik dari masa ke masa 
memang bergeser kepada kesadaran publik akan pentingnya 
turut serta dalam pertarungan politik. Tidak perlu dirisaukan 
berada pada tingkatan mana, keterlibatan dalam isu politik 
sudah memberikan rasa puas apalagi jika dibarengi dengan 
penanaman ideologi yang kuat dari partai politik.

Partisipasi publik dalam ruang-ruang politik pasca 
reformasi semakin menunjukkan peningkatan dibuktikan 
dengan tumbuhnya partai politik baru. Meningkatnya 
pertumbuhan partai politik tentu linier dengan keterlibatan 
publik. Syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang menuntut 
adanya keterlibatan publik dengan membuat kepengurusan 
sampai tingkat ranting1. Menurut Herbert McClosky seorang 
tokoh masalah partisipasi mengatakan bahwa partisipasi politik 
adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat 
melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

1	 Undang-undang Pemilu
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pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung 
dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political 
participation will rfer to those voluntary activities by which 
members of a society share in the selection of rulers and, directly 
or indirectly, in the formation of public policy)2.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik 
bertolak dari paham bahwa kedaulatan ditangan rakyat  (dari 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat), terimplementasi dalam 
sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di Indoensia 
pasca reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan 
pemilihan langsung sebagai tanda matinya era “kekuasaan 
mencari orang” beralih pada era “orang mencari kekuasaan”. Era 
ini menuntut adanya keterlibatan publik secara aktif dan massif 
karena menjadi penguasa ditentukan oleh kuantitas pemilih. 

Elektabilitas atau tingkat keterpilihan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, salah satunya adalah dengan penguasaan jaringan 
dan hegemoni kekuasaan dengan menempatkan sebanyak 
mungkin publik sebagai dominasi kuasa yakni hubungan patron 
klien. Penguasaan jaringan berbincang tentang bagaimana 
menghidupkan mesin-mesin politik baik yang sifatnya formal 
(terdaftar secara resmi sebagai lembaga dibawah partai) maupun 
nonformal (tidak terdaftar resmi tetapi memiliki afiliasi yang kuat). 
Piranti untuk menggerakkan kepentingan tersebut biasanya dengan 
uang dan bantuan materiil sampai pada transaksi “posisi” bagi para 
tokoh tetapi disembunyikan dengan berbagai penanaman ideologi 
dan semangat perjuangan. Dramaturgis politik selalu mengemuka 
menjelang kontetasi politik baik secara lokal maupun dalam skala 
nasional.

Hegemoni kekuasaan merupakan relasi antara penguasa 
dengan publik atau lebih tepatnya antara patron dengan 
2	 Herbert McClosky, “Political Participation”, International Encyclopedia of 

the Social Sciences, ed. Ke-2 (New York: The Macmillan Company, 1972), 
XII, hlm. 252
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klien. Dimana sebagian publik menjadi elemen kunci yang 
bisa digerakkan untuk kepentingan patron. Klien mengelola 
kepentingannya dan menyembunyikannya dalam kepentingan-
kepentingan umum dan menjejali klien dengan berbagai macam 
propaganda yang bahwa pada ujungnya adalah menjamin 
eksistensi kekuasaan patron. Narasi politik dalam hegemoni 
kekuasaan lebih banyak menguntungkan patron dan hanya 
menyisakan sedikit nilai tambah bagi public sebagai klien. 
Merujuk pada teori Pareto bahwa hegemoni kekuasaan membagi 
keuntungan politik 80 persen bagi patron dan 20 persen 
bagi klien. Atau dalam bahasa yang lain untuk mendapatkan 
keuntungan politik patron hanya menggunakan 20 persen 
sumber daya yang dimiliki sedangkan klien menggunakan 80 
persen sumber daya untuk mendapatkan 20 persen keuntungan 
politik.

Pilkada jawa tengah sebagai kontetasi politik lokal memiliki 
sensitifitas yang sama dengan kontestasi politik ditingkat 
nasional. Setelah pertarungan di Banten dan Jakarta maka tahun 
2018 pertarungan bergeser di berbagai daerah salah satunya 
jawa tengah. Menilik ketatnya persaingan pilkada Jakarta 
bukan tidak mungkin suhu politik yang sama juga akan terjadi 
di Jawa Tengah. Berdasarkan observasi berbagai mesin politik 
dalam bentuk ormas sudah dipanaskan dan sumbunya sudah 
dipantik sejak awal 2017. Dalam analisis kritis dipercaya bahwa 
manusia bergerak berdasarkan kepentingan begitu pula dalam 
politik setiap gerakan selalu memiliki kepentingan politik meski 
berbagai dalih disematkan untuk mengelabui publik.

Dengan budaya politik seperti dipaparkan diatas maka 
kekuasaan hanya akan menjadi milik orang tertentu dan dari 
kelompok tertentu. Bahkan yang lebih miris adalah seperti yang 
dikatakan oleh Antonio Gramsci bahwa penguasa datang silih 
berganti tetapi publik tetap pada posisi yang sama. Artinya 
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bahwa pergiliran kekuasaan tidak memiliki dampak apapun 
pada peningkatan kesejahteraan publik. Praktik politik jaringan 
dan hegemoni kekuasaan akan menjadi fokus penelitian yang 
pada akhirnya dapat memberikan pendidikan politik kepada 
publik dan membangkitkan kesadaran politik. Bertolak dari 
data dan fakta di atas, penelitian ini mengerucut pada sebuah 
rumusan masalah: Bagaimana Fenomena Sosial Politik Jaringan 
dan Hegemoni Kekuasaan Dalam Pentas Politik Lokal Pilkada 
Jawa Tengah 2018?

Politik Jaringan: Antara Makna & Wacana

Politik harus dimaknai sebagai sebuah entitas yang 
memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan sebuah 
tatanan kehidupan yang baik dan berkeadilan. Karena dalam 
sejarahnya politik dipenuhi dengan dua posisi dominan antara 
kemenangan dan kekalahan, kesengsaraan dan kesejahteraan. 
Namun demikian, pengertian politik dalam suatu negara 
berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan 
keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), 
dan alokasi atau distribusi kekuasaan (allocation or distribution 
power)3. 

Peter Merkl menambahkan bahwa politik dalam bentuk 
yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan 
yang baik dan berkeadilan (Politics, at its best in a noble quest 
for a good order and justice)4. Sebuah tatanan yang baik dan 
adil tidak dapat berdri sendiri tanpa dipengaruhi oleh beberapa 
faktor eksternal salah satu diantaranya adalah zaman. Indonesia 
pasca reformasi merubah sistem politik dan demokrasi dengan 
melakukan pilihan langsung sebagai representasi demokrasi 

3	 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 
2014), h. 14-15

4	 Peter H. Merkl, Continuity and change (New York, Harper and Row, 
1976), h. 13
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yang adil dan jujur. Tatanan ini dinilai lebih dekat dengan nilai-
nilai leadilan karena memberikan kesempatan kepada siapapun 
untuk beradu peruntungan dalam kompetisi politik. Meskipun 
demikian dalam perjalanannya banyak ditemukan kekurangan. 
Sistem pemeilihan langsung atau era orang mencari kekuasaan 
banyak ditemukan praktik politik uang, politik jaringan dan 
hegemoni kekeuasaan oleh orang-orang kuat secara financial 
dan garis keturunan. Sehingga mereka yang tampil dalam 
panggung politik didominasi oleh orang dengan latar belakang 
finansial dan garis keturunan yang kuat.

Dalam merebut dan mempertahankan posisi politik 
berbagai strategi digunakan. Strategi optimalisasi jaringan 
menjadi pilihan yang paling relevan karena memiliki daya yang 
kuat dan jangkaun yang luas. Jaringan tidak selalu dibincang 
sebagai sesuatu yang harus dibentuk oleh aktor politik secara 
pribadi, dapat juga merupakan optimalisasi jaringan yang sudah 
tersedia. Misalkan bagaimana hari ini badan otonom dibawah 
Nahdhlatul Ulama (NU) aktif digunakan sebagai media politik 
oleh beberapa pihak. Jaringan ini secara massif digerakkan 
dengan berlandaskan kekuatan ideologi yang sudah tertanam 
secara mapan. 

Fenomena politik jaringan memang bukan sesuatu yang 
baru karena pada hakikatnya politik hanyalah pengulangan 
episode sejarah dengan tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh 
sebelumnya juga menggunakan cara yang sama karena 
dukungan public dalam jumlah yang banyak merupakan 
kekuatan utama dalam sistem demokrasi. Akan tetapi yang 
perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sistem politik 
jaringan ini hanya melanggengkan kekuasaan bagi pribadi dan 
kelompok tertentu tanpa memberikan kontribusi yang berarti 
bagi masyarakat sebagai pengusung (jaringan).
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Kekuasaan dan Hegemoni

Kekuasaan oleh Foucault di introduksi menjadi nuansa 
baru sebagai sesuatu yang positif dan produktif, kemudian 
menyebar dalam ruang-ruang lokal. Namun yang harus 
diakui bahwa ketika kekuasaan menyebar maka segalanya 
menjadi tercakup dalam kekuasaan5. Dalam pandangan ilmuan 
kelahiran perancis 1926 ini, kekuasaan tidak dimaknai sebagai 
“kepemilikan” melainkan dipraktikkan dalam suatu ruang 
lingkup tertentu6. Kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu 
yang menindas melainkan produktif, kekuasaan menyusun 
wacana, pengetahuan, benda-benda dan subjektifitas7.

Kekuasaan selalu teraktualisasikan melalui pengetahuan, 
dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Kekuasaan selalu 
memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya, karena 
hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan 
ekonomi politik kebenaran8. Oleh Foucault kebenaran tidak  
dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga 
sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi ia diproduksi, setiap 
kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri 
melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran 
yang telah ditetapkan9.

“Truth is the world; it is produced there by virtue of multiple 
constrain. Each society has its regime of truth; its general politics 
of truth: that is the types of discourse it harbours adn causes to 
function as true: the mechanisms and instances which enable one 
to distinguish true from false statements, the way in wich each is 

5	 Listiyono Santoso,dkk, Epistemologi Kiri, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2003), h. 189
6	 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar analisis teks media, (Yogyakarta: 

LKIS, 2012),h. 65-67
7	 Marianne W Jorgensen dan Louise J. Phillips, Penerjemah Imam Suyitno dkk, 

Analisis Wacana : Teori dan Metode, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007),h. 25
8	 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar analisis teks media, (Yogyakarta: 

LKIS, 2012),h. 66
9	 Ibid, h. 67
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sanctioned; the techniques and procedures which are valorised for 
obtaining truth: the status of those who are changed with saying 
what count as true10.

Kekuasaan disalurkan melalui hubungan sosial dimana 
memproduksi bentuk- bentuk kategori perilaku sebagai baik 
atau buruk. Sebagai bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial 
itulah yang memproduksi bentuk subjektifitas dan perilaku. 
Jadi khalayak ditundukkan bukan dengan kontrol yang bersifat 
langsung dan fisik melainkan dengan wacana dan mekanisme 
berupa prosedur, aturan dan tatacara11.

Dari deskripsi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan. 
Pertama, kekuasaan dalam konsep Foucault bukanlah milik 
melainkan sebuah strategi seseorang, kelompok atau berupa 
gagasaan dan produksi teks. Oleh karena itu ,kekuasaan bukan 
kepemilikan melainkan dipraktikkan. Kedua, kekuasaan 
tidak bekerja melalui represi, negatif, struktur yang menindas 
melainkan ia hadir melalui peraturan, regulasi, norma yang tidak 
memaksa melalui fisik. Ketiga, kekuasaan tidak bisa dilokalisir 
melainkan ia berada dimana-mana. Artinya kekuasaan hadir 
ketika peraturan, norma dan regulasi hadir dan ditegakkan12.

Kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari hegemoni. Menurut 
Gramsci hegemoni adalah jenis hubungan kekuatan sosial 
khusus yang kelompok-kelompok dominannya mengamankan 
posisi mereka atas hak-hak istimewa dengan cara sebagian besar 
melalui cara-cara konsensus13. Dalam literatur yang berbeda 
Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni adalah tentang cara 

10	 Sara Mills, Discourse, (london and New York: Routledge, 1997),h. 18
11	 Michael Foucault, Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern, Penyadur 

Petrus Sunu Hardiyanto, (Yogyakarta: LkiS, 1997).
12	 Dudi Iskandar, Representasi Kekuasaan dalam konflik KNPI, (Jakarta: 

Tesis Mercu Buana, 2012),h. 27-28
13	 Jenny Edkins and Nick V. Williams, Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan 

Utama Studi Politik Internasional (Yogyakarta: Pustaka Baca,2010),h. 234
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menerapkan kekuasaan ideologi yang tidak terlihat. Hegemoni 
adalah tentang proses-proses yang melaluinya seperangkat 
ide milik satu kelompok sosial menjadi dominan dalam suatu 
masyarakat14.

Analisis dan Pembahasan

Kontesatsi kekuasaan dalam Pemilihan langsung kepala 
daerah menjadi sebuah perhelatan yang menyita perhatian 
public. Dalam skala nasional kemenangan di daerah  menjadi 
tonggak kemenangan yang lebih besar dalam perebutan 
tahta kekuasaan pusat. Pilkada Jawa Tengah menjadi salah 
satu kontestasi yang menarik. Dalam pertarungan nasional 
kemenangan di Jawa Tengah menjadi salah satu kartu As untuk 
dapat memudahkan langkah memenanangkan kontestasi 
nasional. 

Selain menarik dari sisi kepentingan eksternal, Pilkada 
Jawa tengah juga menarik dianalisis dari fenomena internal 
yang melahirkan budaya politik baru pasca reformasi yakni 
politik jaringan yang berbasis optimalisasi kader dan hegemoni 
kekuasaan yang didominasi oleh para borjuis politik. Masyarakat 
pada tingkat akar rumput hanya menjadi pendulang suara 
pengantar para borjuis mendapatkan kursi kekuasaan.

Kontestasi Perebutan Kekuasaan

Demokrasi sebagai sebuah system politik yang secara resmi 
dianut oleh Indonesia memberikan kesempatan yang sama 
kepada seluruh anak bangsa untuk dipilih dan memilih dalam 
wadah pemilihan umum. Setiap individu memiliki hak yang 
sama untuk menjadi “penguasa” dengan syarat mendapatkan 
amanah (memenangkan kontestasi pemilihan) dalam proses 
lima tahunan sesuai dengan amanah konstitusi. Seharusnya 

14	 Graeme Burton, Media dan Budaya Populer, (Yogyakarta: Jalasutra, 2012),h.73
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kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan 
semata melainkan sebagai kemampuan, otoritas dan legitimasi 
untuk menyusun dan membuat kebijakan publik (public policy). 

Kontestasi perebutan kekuasaan menjadi semakin vulgar 
dan betul-betul menjadi komoditas adalah era pasca reformasi. 
Kita memasuki sebuah era dimana kran kekuasaan benar-benar 
dibuka dan semua elemen masyarakt diberikan akses penuh 
untuk menikmatinya, untuk berjuang dan bertarung didalamnya 
demi sebuah keinginan untuk berkuasa. Akan tetapi kontestasi 
yang secara idealis dikonsep untuk mencari sosok yang “pantas” 
dengan berbagai macam prasyaratnya harus tereduksi dengan 
praktik machiavelisme.

Ketika demokrasi bersentuhan dengan kapitalisme maka 
praktik kontestasi kekuasaan dengan berlandaskan kekuatan 
modal tidak dapat dihindarkan. Terasa sampai hari ini bahwa 
kontestasi kekuasaan di Indonesia masih didominasi oleh 
mereka yang kuat secara finansial. Borjuis politik mampu tampil 
didepan sebagai kontestan jika memang memiliki aksebilitas dan 
elektabilitas yang tinggi. Jika mereka tidak memiliki prasyarat 
untuk dapat memenangkan hati konstituen mereka masih dapat 
berdiri dibelakang kontestan menjadi pemodal politik sehingga 
kepentingan mereka tetap dapat diakomodir.

Praktik politik dengan dominasi kapitalisme akan menjadi 
embrio lahirnya politik jaringan yang hanya menggunakan 
masyarakat sebagai kuda troya untuk berperang dan 
mendapatkan kekuasaan. Pemahaman mereka direduksi hanya 
sebagai orang kecil yang tidak memiliki akses cukup merengkuh 
jabatan tersebut. Hetherington (2001) dalam Marekting Politik 
Firmanzah mengatakan bahwa kebanyakan orang melihat 
bahwa berpolitik adalah urusan elite politik. Fenomena yang 
sama juga terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa tengah 
2018,dimana praktik politik jaringan yang mengeksploitasi 
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masyarakat sampai tingkat desa terjadi begitu massif. 
Pembentukan simpul-simpul tim sukses dan relawan kandidat 
merekrut masyarakat dari berbagai macam elemen. Ada tokoh 
masyarakat yang diharapkan mampu mengkooptasi masyarakat 
dengan pengaruhnya sampai elemen pemuda sebagai actor 
penyebaran informasi terkait kandidat. Politik jaringan tidak 
akan menyalahi aturan perundang-undangan karena memang 
sebuah praktik yang wajar dalam system politik. Yang menjadi 
persoalan adalah pasca kontestasi kekuasaan bisanya jaringan 
ditinggalkan begitu saja sampai lima tahun kedepan. Seolah 
keberadaan jaringan hanya sekedar transaksional. Seharusnya 
sebagai sebuah struktur dan bagian dari politik, jaringan 
semestinya dikelola, diedukasi dan memiliki system yang jelas 
dan terukur sehingga kesejahteraan mereka sebagai “orang 
partai” akan meningkat selaras dengan kandidat yang dibantu 
untuk menduduki jabatan. 

Politik Jaringan dan Patron Klien

Demokrasi mensyaratkan keterlibatan masyarakat sebagai 
elemen kunci. Kontestasi diukur dengan seberap banyak 
suara yang diperoleh sehingga setiap kontestan harus mampu 
mendulang suara untuk menjadi pemenang. Dalam hal ini 
politik jaringan dan patron klien menjadi jawaban yang 
ideal dalam sebuah system dulang suara. Kontestan pilkada 
Jawa Tengah 2018 sudah sejak 2 tahun sebelum pilkada telah 
menyiapkan mesin-mesin politik. Dimulai dari menggerakkan 
ormas kepemudaan, mengelola komunitas local dan optimalisasi 
jaringan independen yang dipersiapkan pada posisi tertentu 
yang tidak dapat diakses oleh anggota partai.

Politik jaringan dalam kontestasi lokal tidak selalu berafiliasi 
dengan partai politik. Karena kandidat yang diusung akhir-
akhir ini tidak selalu dari kader. Hal ini bukan karena tanpa 
alasan, banyak kader potensial tetapi tidak memiliki modal yang 
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cukup untuk memenangkan kontestasi. Sudah menjadi rahasia 
umum ketika demokrasi berdampingan dengan kapitalisme 
maka kemenangan dapat lebih mudah dicapai dengan modal 
yang kuat.  Menurut KH. Damsiri selaku pengurus di DPC 
PPP Kabupaten Grobogan keberadaan politik jaringan dan 
bergesernya paradigma politik berbasis modal karena memang 
sudah menjadi era (genre) politik pasca reformasi. Budaya baru 
dalam politik Indonesia baik nasional maupun local banyak 
diisi oleh kontestan dengan modal yang kuat.

Pilkada Jawa tengah 2018 misalnya empat nama yang 
disodorkan oleh partai politik hampir semuanya bukan 
berangkat dari tingkat daerah melainkan sudah menjadi tokoh 
nasional. Ganjar Pranowo sebagai petahana kita ketahui sebagai 
politisi yang sudah malang melintang sebagai anggota DPR 
Pusat sebelum turun dalam gelanggang Pilkda periode yang 
lalu. Sudirman Said dan pasangnnya Ida Fauziyah juga terasa 
asing dalam kontestasi local karena memang lebih banyak 
berkiprah pada tingkat pusat daripada daerah. Satu-satunya 
kontestan local dan berangkat dari daerah adalah Taj Yasin yang 
sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi.

Bukanlah sebuah kesalahan ketika politisi nasional turun 
gelanggang politik local, bahkan harapan yang disematkan 
ketika mereka telah terbiasa memikirkan konsep makro sebuah 
negara tentunya akan lebih mudah membangun konsep yang 
hanya sifatnya kedaerahan dengan territorial yang tidak terlalu 
luas. Dengan jaringan nasional yang dimiliki oleh kontestan 
Pilkada jateng 2018, maka politik jaringan dan patron klien 
yang bermainpun juga jaringan yang sifatnya nasional. Ormas 
kepemudaan nasional turut andil dalam politik jaringan pilkada 
Jateng 2018 dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam 
jajaran tertentu yang tidak dapat diakses oleh anggota partai 
politik. 
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Gambar : Patron Klien dan Pembentukan Jaringan

Hubungan antara patron politik dengan jaringan dapat 
bersifat langsung maupun tidak langsung. Jaringan yang bersifat 
langsung adalah jaringan yang secara langsung bertanggung 
jawab kepada patron politik misalkan tim sukses kandidat. 
Sedangkan jaringan tidak langsung adalah jaringan yang 
dikembangkan oleh klien politik untuk membantu kandidat. 
Kandidat tidak memiliki hubungan resmi kepada jaringan 
hanya memiliki kepentingan yang dikelola oleh klien

Hegemoni Kekuasaan

Hegemoni kekuasaan yang dimaksudkan disini bukanlah 
kekuasaan yang hanya dikuasai oleh satu orang melainkan 
sebuah sistem politik yang mengarah pada kekuasaan hanya 
akan bias direngkuh oleh satu golongan saja. Demokrasi yang 
sejatinya digadang-gadang sebagai fungsi kontrol kekuasaan 
agar tidak hanya dikuasai oleh golongan tertentu kini harus 
menghadapi persoalan yang sama. Ditengah mahalnya ongkos 
politik maka menutup kemungkinan bagi rakyat kecil untuk 
dapat terpilih dalam pesta demokrasi. 
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Praktik hegemoni kekuasaan oleh borjuis politik sudah 
selayaknya menjadi issue yang harus segera diangkat ke 
permukaan. Hal ini beriringan dengan melemahnya kemampuan 
partai sebagai industri politik menghasilkan kader-kader yang 
kompetitif, kapabel sehingga memiliki tingkat elektabilitas yang 
tinggi tanpa perlu modal besar. Kegagalan partai politik dalam 
memproduksi kader yang handal juga dinyatakan oleh KH. 
Damsiri selaku pengurus DPC PPP Kab. Grobogan. Bahkan 
lebih lanjut disampaikan bahwa kandidat paling potensial adalah 
kandidat yang memiliki modal kuat karena memiliki tingkat 
keterpilihan yang lebih besar. Realitasnya banyak kader bagus 
dengan integritas kuat harus mengalah karena keterbatasan 
modal politik.

Seperti adagium dalam politik bahwa “tidak ada yang 
abadi dalam politik”, begitu pula kekuasaan dengan sistem 
demokrasi yang harus berakhir dalam kurun lima tahunan. 
Mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan akan mencoba 
mempertahankan kekuasaan yang sudah dalam genggaman 
agar tidak terlepas. Praktik hegemoni kekuasaan adalah sebuah 
praktik yang cukup luas. Tidak sekedar mereka yang kuat secara 
finansial harus berdiri terrdepan dalam kontestasi melainkan 
mereka  terkadang cukup berdiri dibelakang memainkan bidak 
sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga muncul sebuah 
istilah “pemimpin boneka”, merujuk pada seseorang yang secara 
legitimasi menjadi seorang pemimpin tetapi pada hakikatnya 
hanyalah pesuruh sebagai perpanjangan kepentingan pemodal. 
Situasi ini menegaskan pemikiran Foucault bahwa kekuasaan 
tidak dimaknai sebagai “kepemilikan” melainkan dipraktikkan 
dalam suatu ruang lingkup tertentu.

Hegemoni kekuasaan pada tingkat nasional menjadi 
cerminan dalam pentas local. Dimana praktik yang sama juga 
berlaku di daerah, dominasi orang-orang kuat selalu hadir dalam 
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kontestasi politik lokal. Seharusnya politik local diramaikan 
oleh politisi-politisi daerah yang lebih memahami daerah baik 
dari sisi budaya, social, potensi dan sebagainya. Dan juga sebagai 
rintisan karir politik pada jenjang yang lebih tinggi yakni tingkat 
nasional. Dengan kontestasi yang sistemik dan berjenjang maka 
daerah akan mampu melahirkan politisi-politisi yang handal 
sebagai penyuplai politisi nasional. Selain itu dengan fokus 
pada politisi lokal diharapkan mampu memberikan peluang 
bagi masyarakat yang memenuhi prasyarat menjadi pemimpin 
untuk muncul di permukaan.

Penutup

Pilkada Jawa Tengah 2018 sebagai pesta demokrasi 
tertinggi dalam kontestasi local menyuguhkan sebuah praktik 
politik yang patut untuk dikritisi. Bukan karena factor legalitas 
melainkan karena factor kepatutan politik dalam perubahan 
social. Masyarakat sebagai actor utama demokrasi hanya 
ditempatkan sebagai penyokong pesta demokrasi dan berfungsi 
mengantarkan seseorang menjadi perengkuh kekuasaan. 
Praktik politik jaringan yang tidak adil adalah ketika mereka 
yang menjadi pendukung kandidat tidak mendapatkan 
perhatian, manfaat dan kesejahteraan yang berbanding lurus 
dengan kandidat yang diantarkan. Politik jaringan sekedar 
menjadi politik transaksional yang hanya dirawat lima tahunan 
sekali demi syahwat jabatan.

Hegemoni kekuasaan menjadi kian langgeng karena 
sistem politik demokrasi yang bergandengan tangan dengan 
kapitalisme. Sehingga hanya pemodal besar (borjuis politik) 
yang mampu mengakses peluang kekuasaan baik sebagai actor 
didepan panggung maupun sebagai invisble hand yang bermain 
dibelakang panggung demi terjaganya kepentingan.
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